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Abstrak 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memeroleh bukti empiris pengaruh kepemilikan pemerintah pada 

pengungkapan materialitas. Total terdapat empat variabel kontrol yang dioperasikan dalam penelitian 

ini, yaitu profitabilitas, leverage, komisaris independen, dan tipe industri. Penelitian ini dilakukan pada 

seluruh perusahaan milik pemerintah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Sampel 

dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode non probability sampling dengan teknik purposive 

sampling. Terdapat 19 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel, dengan total 95 amatan. Hasil analisis 

membuktikan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif pada pengungkapan 

materialitas.   

Kata Kunci: Pengungkapan Materialitas, Kepemilikan Pemerintah, Teori Legitimasi 

 

Abstract 

This study is purpose to obtain empirical evidence of government ownership effect to the materiality 

disclosure. Four control variables were operated in this research, namely profitability, leverage, 

independent commissioner, and industry type. This research was conducted on all government-owned 

companies listed on Indonesia Stock Exchange for the 2018-2022 period. The sampling method uses the 

non-probability sampling method with purposive sampling techniques. There are 19 companies that met 

the sample criteria, with a total of 95 observations. The results of the analysis find that government 

ownership has a positive effect on materiality disclosure.  

Keywords: Materiality Disclosure, Government Ownership, Legitimacy Theory 
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PENDAHULUAN 

Isu mengenai keberlanjutan saat ini menjadi concern karena perusahaan dituntut tidak 

hanya berorientasi pada keuntungan namun juga memerhatikan keadaan sosial dan 

lingkungan sekitarnya (Sherman, 2012). Keadaan ini terjadi karena para pemangku 

kepentingan khawatir akan bahaya dari proses bisnis dari suatu perusahaan dan menekan 

perusahaan untuk mengungkapkan kontribusi mereka terhadap masalah perubahan iklim 

dan lingkungan melalui laporan keberlanjutan (Acar et al., 2021). Laporan keberlanjutan 

disusun berdasarkan beberapa prinsip agar memiliki kualitas tinggi. Salah satu prinsip 

penting dalam penyusunan laporan keberlanjutan adalah materialitas (Jørgensen et al., 

2022). Prinsip materialitas merupakan prinsip utama dalam pelaporan keberlanjutan karena 

melalui prinsip ini perusahaan dapat menentukan isi laporan keberlanjutan (Mungoni, 2014).  

Belakangan ini laporan keberlanjutan yang disusun oleh perusahaan cenderung 

mendapat kritik karena perusahaan hanya mengungkapkan kinerja positif tanpa 

mengungkapkan kinerja negatif mengenai keberlanjutan perusahaan (Patten, 2005). 

Berdasarkan hal tersebut, maka penting bagi perusahaan untuk melibatkan pemangku 

kepentingan dalam proses penyusunan laporan keberlanjutannya. Namun, laporan yang 

diterbitkan oleh PwC (2022) menyebutkan bahwa hanya 54 persen perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengungkapkan strategi mereka dalam melibatkan 

pemangku kepentingan pada proses penentuan materialitas laporan keberlanjutan. 

Padahal, GRI (2016) mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan penuh terkait 

pengungkapan materialitas laporan keberlanjutan. Hal ini juga menunjukan bahwa hampir 

setengah dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan 

laporan keberlanjutan tidak melibatkan pemangku kepentingan dalam mengindentifikasi 

dan menentukan isu-isu material mengenai dampak ekonomi, sosial dan lingkungan 

perusahaan. Fenomena ini mengakibatkan rendahnya kualitas dan relevansi laporan 

keberlanjutan perusahaan.  

Pengungkapan materialitas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dijelaskan 

melalui teori legitimasi. Teori legitimasi didefinisikan sebagai asumsi atau tanggapan umum 

atas langkah perusahaan yang diinginkan atau dipandang sesuai dengan beberapa nilai 

atau etika di masyarakat (Suchman & Mark C, 1995). Berdasarkan penelitian terdahulu 

terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pengungkapan materialitas, seperti 

profitabilitas, leverage, dan komisaris independen (Caesaria & Yuliandhari, 2022; Farooq et 

al., 2021; Fasan & Mio, 2016; Kurniawan & Astuti, 2021;  Meutia et al., 2022; Ngu & Amran, 

2021; Putri et al., 2022). Penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan pemerintah 

sebagai bentuk keterbaruan karena penelitian yang membahas mengenai pengaruh 
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kepemilikan pemerintah pada pengungkapan materialitas masih tergolong terbatas. 

Penelitian ini juga mengoperasikan empat variabel kontrol yaitu, profitabilitas, leverage, 

komisaris Independen, dan tipe industri. Berdasarkan teori legitimasi perusahaan milik 

pemerintah memiliki pengungkapan keberlanjutan yang lebih baik karena perusahaan 

dalam menjalankan kegiatan bisnisnya didanai oleh dana publik yaitu pajak yang dibayarkan 

masyarakat (Gallo & Christensen, 2011). Selain itu, penggunaan variabel kepemilikan 

pemerintah menjawab  penelitian Farooq et al (2021) yang menyarankan untuk 

mempertimbangkan dampak karakteristik perusahaan, seperti jenis kepemilikan terhadap 

pengungkapan materialitas. 

Kepemilikan pemerintah merupakan sebuah perusahaan yang sebagian besar 

sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Semakin banyak persentase saham yang dimiliki 

pemerintah maka, pemerintah memiliki hak untuk mengendalikan pergerakan bisnis yang 

dilakukan manajemen sehingga selaras dengan kebijakan pemerintah (Adiatma & 

Suryanawa, 2018). Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah cenderung mengungkapkan 

lebih banyak informasi mengenai keberlanjutan mereka dibandingkan perusahaan milik 

swasta (Argento et al., 2019). Hal ini disebabkan perusahaan yang milik pemerintah 

cenderung mendapatkan tekanan dan tuntutan yang lebih besar terhadap akuntabilitas 

karena perusahaan berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat (Greiling et al., 

2015). Perusahaan milik pemerintah juga dipandang sebagai contoh bagi perusahaan lain 

maupun masyarakat tentang bagaimana menerapkan tanggung jawab perusahaan yang 

baik (Córdoba-Pachón et al., 2014). 

Penelitian Acar et al. (2021); Al Amosh & Khatib (2022); Khlif et al. (2017) menemukan 

bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap 

tingkat pengungkapan keberlanjutan. Teori legitimasi menjelaskan penerbitan laporan 

keberlanjutan yang berkualitas merupakan salah satu tindakan yang diharapkan oleh 

masyarakat (Torelli et al., 2020). Berdasarkan hal tersebut, kepemilikan pemerintah akan 

meningkatkan praktik pengungkapan materialitas. Hal ini dikarenakan perusahaan milik 

pemerintah cenderung menghadapi tekanan yang lebih kuat dari masyarakat untuk 

memberikan contoh yang baik dalam melestarikan lingkungan (Argento et al., 2019).  Hal 

tersebut akan mendorong perusahaan (milik pemerintah) untuk mengungkapkan lebih 

banyak pengungkapan mengenai keberlanjutan (Chu et al., 2013). Selanjutnya, perusahaan 

dengan kepemilikan pemerintah yang lebih besar mempunyai kapasitas untuk menampung 

lebih banyak aspirasi masyarakat mengenai keberlanjutan perusahaan, sehingga akan 

memengaruhi tingkat kualitas pengungkapan keberlanjutan serta meningkatkan legitimasi 

perusahaan  (Al Amosh & Khatib, 2022). 
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H1 : Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif pada pengungkapan materialitas dalam 

laporan keberlanjutan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini berlokasi di perusahaan milik pemerintah yang tercatat di bursa Efek 

Indonesia periode 2018-2022. Data penelitian didapatkan melalui laporan keberlanjutan 

(sustainability report) serta laporan tahunan (annual report) yang diperoleh melalui website 

idx.co.id serta laman resmi entitas terkait. Sampel ditetapkan menggunakan teknik 

purposive sampling dengan dua standar yang meliputi, perusahaan infrastruktur dan 

transportasi di Indonesia yang mempublikasikan laporan tahunan dan laporan 

keberlanjutan yang dapat diakses, serta perusahaan yang mengungkapan laporan 

keberlanjutan dengan menggunakan GRI Standard.  

Penelitian ini mengoperasikan variabel dependen berupa pengungkapan materialitas 

(Y), variabel independen berupa kepemilikan pemerintah (X1),  serta variabel kontrol berupa 

profitabilitas (C1), leverage (C2), komisaris independen (C3) dan tipe industri (C4). 

Pengungkapan materialitas dilakukan oleh perusahaan guna meningkatkan kredibilitas dan 

kualitas laporan keberlanjutan yang disusun. Pengungkapan penilaian materialitas diukur 

dengan melakukan analisis konten dan pemberian skor 0-5 berdasarkan kualitas 

pengungkapan perusahaan. Adapun kriteria yang digunakan mengacu pada penelitian 

Farooq et al. (2021) dengan kriteria seperti Table 1 berikut.  

Tabel 1 Pengukuran variabel Pengungkapan Penilaian Materialitas 

No. Pengungkapan Penilaian Materialitas Skor 

1 Entitas tidak mencantumkan proses penilaian materialitas 0 

2 Entitas menyatakan telah melakukan proses penilaian materialitas namun 

tidak terdapat penjelasan terkait proses yang dilakukan 
1 

3 Entitas menyajikan proses penilaian materialitas secara terbatas. Namun, tidak 

menyertakan matriks materialitas pada laporan keberlanjutan 
2 

4 Entitas menyajikan proses penilaian materialitas secara terbatas dan 

menyertakan matriks materialitas pada laporan keberlanjutan 
3 

5 Entitas melakukan pengungkapan penuh terkait proses penilaian materialitas. 

Namun, tidak menyertakan matriks materialitas dalam laporan keberlanjutan 
4 

6 Entitas melakukan pengungkapan penuh terkait proses penilaian materialitas, 

serta menyertakan matriks materialitas dalam laporan keberlanjutan 
5 
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Kepemilikan pemerintah yaitu perusahaan yang kepemilikan atau saham 

perusahaannya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

lembaga pemerintah. Kepemilikan pemerintah diukur dengan formula sebagai berikut: 

Kepemilikan Pemerintah =
Jumlah saham milik pemerintah

Jumlah saham yang beredar
 𝑥 100%...................1 

Profitabilitas memberikan gambaran terkait potensi perusahaan dalam memeroleh 

laba dari modal yang dimilikinya. Melalui informasi tersebut perusahaan dapat menentukan 

keputusan tepat terkait Tindakan bisnisnya, termasuk dalam hal pengungkapan sukarela. 

Profitabilitas umumnya dihitung menggunakan rasio Return on Asset (ROA) sebagai berikut.  

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 ..................................... 2 

Leverage merupakan salah satu bentuk risiko keuangan perusahaan. Rasio leverage 

mengukur seberapa jauh perusahaan bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai 

kegiatan operasionalnya. Rasio leverage yang semakin besar menggambarkan bahwa 

perusahaan sangat bergantung kepada utang, begitu pula sebaliknya. Leverage dihitung 

dengan Debt to Equity Ratio (DER) menggunakan formula berikut.  

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 ................................................................... 3 

 

Komisaris independen memiliki tanggung jawab atas kualitas informasi yang dihasilkan 

oleh perusahaan. Tanggung jawab ini menjadikan komisaris independen memiliki peran 

penting dalam menjalankan mekanisme pengawasan terhadap proses penyusunan laporan 

perusahaan. Komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan rumus sebagai 

berikut: 

Komisaris Independen =
Jumlah komisaris independen

Jumlah total komisaris
𝑥 100%...........................4 

Tipe industri diklasifikasikan menjadi perusahaan yang termasuk industri high profile 

dan low profile. Pengukuran dari variabel ini menggunakan variabel dummy, yaitu 

pemberian skor 1 untuk perusahaan yang termasuk dalam industri high profile, yaitu 

perusahaan perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, 

agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, 

energi (listrik), enginering, kesehatan serta transportasi dan pariwisata. Selanjutnya skor 0 

untuk perusahaan yang termasuk dalam industri low profile, yaitu keuangan dan perbankan, 

supplier peralatan medis, properti, retail, tekstil, dan produk rumah tangga 

Data penelitian diperoleh dengan metode observasi non-partisipan. Selanjutnya data 

dianalisis melalui teknik regresi linear berganda menggunakan SPSS 26. Model yang 

digunakan pada penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:   

Y = α + β1X1 + β2C1 + β3C2 + β4C3 + β5C4 + e ………………………………..……3 

Keterangan:  
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Y = Pengungkapan Materialitas  

α = Nilai Konstanta  

X1 = Kepemilikan pemerintah  

C1 = Profitabilitas 

C2 = Leverage 

C3 = Komisaris independen 

C4 = Tipe industri 

e = Standard Error 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Melalui proses observasi awal, dapat diketahui bahwa perusahaan yang masuk ke 

dalam kriteria sampel penelitian adalah sebanyak 19 perusahaan dengan total 95 observasi 

atau pengamatan. Adapun proses seleksi sampel dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah.  

Tabel 2 Penentuan Sampel Penelitian 

Kriteria Jumlah Perusahaan 

Perusahaan milik pemerintah yang terdaftar di BEI 28 

Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan 

terintegrasi dan sustainability report pada periode 

2018-2022. 

(9) 

Perusahaan yang digunakan sebagai sampel 19 

Jumlah Pengamatan selama tahun 2018-2022 95 

Sumber: Data Penelitian, 2024 

Tabel 3 Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Materialitas 95 1,00 5,00 3,92 1,14 

Kepemilikan Pemerintah 95 0,51 0,80 0,62 0,08 

Profitabilitas 95 -0,58 0,60 0,02 0,10 

Leverage 95 0,42 16,08 3,80 3,46 

Komisaris Independen 95 0,00 0,80 0,45 0,14 

Tipe Industri 95 0,00 1,00 0,74 0,44 

Valid N (listwise) 95     

Sumber: Data Penelitian, 2024 

Table 3 mengungkap bahwa total pengamatan dalam penelitian ini sebanyak 95 

observasi. Nilai mean pengungkapan penilaian materialitas perusahaan berada di angka 

3,92 yang mengindikasikan bahwa masih terdapat perusahaan milik pemerintah yang belum 

melakukan pengungkapan penuh terkait proses penilaian materialitas. Variabel kepemilikan 
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pemerintah memiliki mean 0,62 dan standar deviasi bernilai 0,08. Rata rata rasio 

profitabilitas sebesar 0,02 dan standar deviasi sebesar 0,10. Rata-rata rasio leverage 

penelitian ini adalah 3,80 dan standar deviasi sebesar 3,46. Rata rata persentase komisaris 

independen sebesar 0,45 dengan standar deviasi sebesar 0,14. Selanjutnya, nilai mean tipe 

industri sebesar 0,74 dengan standar deviasi 0,44.  

Uji asumsi klasik diperlukan sebagai syarat dalam analisis regresi linear berganda. 

Penelitian ini menjalankan dua jenis uji asumsi klasik berupa uji normalitas dan uji 

heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut.  

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas 

 

Unstandardized 

Residual 

N 95 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,002c 

Monte carlo Sig. (2-tailed) 0,133d 

Sumber: Data Penelitian, 2024 

Mengacu pada Tabel 4, diperoleh nilai Monte carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,133. Nilai 

tersebut lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa residual model 

regresi berdistribusi normal.    

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 0,276 0,164  1,678 0,097 

Kepemilikan 

Pemerintah 

0,070 0,174 0,045 0,402 0,689 

Profitabilitas 0,277 0,208 0,143 1,332 0,186 

Leverage -5,224 0,010 -0,001 -0,005 0,996 

Komisaris Independen -0,007 0,157 -0,005 -0,042 0,966 

Tipe Industri 0,007 0,080 0,015 0,084 0,933 

Sumber: Data Penelitian, 2024 

Tabel 6 menunjukkan tingkat signifikansi variabel independen secara statistik tidak 

terdapat variabel yang mempengaruhi nilai absolut residual dengan nilai signifikansi 

melebihi taraf 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi bebas dari 

heteroskedastisitas. 
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Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,348a 0,121 0,071 0,32963 

Sumber: Data Penelitian, 2024 

Berdasarkan Tabel 7 ditemukan nilai Adjusted R2 adalah sebesar 0,071 yang dapat 

diinterpretasikan bahwa 7,1 persen pengungkapan materialitas dapat ditentukan oleh 

variabel bebas yang dioperasikan dalam penelitian. Sementara itu, 92,9 persen 

pengungkapan materialitas disebabkan oleh hal lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini.  

Tabel 8 Uji Kelayakan Model 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1,329 5 0,226 2,446 0,040b 

Residual 9,670 89 0,109   

Total 10,999 94    

Sumber: Data Penelitian, 2024 

Berdasarkan Tabel 8 didapatkan nilai F sebesar 2,446 dengan signifikansi 0,040. Nilai 

signifikansi lebih kecil dibandingkan nilai cronbach alpha sebesar 0,05. Hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa model ini dapat dan layak digunakan dalam penelitian dan semua 

variabel bebas yang meliputi kepemilikan pemerintah, profitabilitas, leverage, komisaris 

independen, dan tipe industri berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan 

materialitas. 

Table 9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,592 0,268  5,932 0,000 

Kepemilikan Pemerintah 0,766 0,285 0,285 2,691 0,008 

Profitabilitas -0,591 0,340 -0,177 -1,740 0,085 

Leverage -0,001 0,017 -0,009 -0,051 0,960 

Komisaris Independen 0,201 0,256 0,085 0,788 0,433 

Tipe Industri 0,027 0,131 0,035 0,205 0,838 

Sumber: Data Penelitian, 2024 

Berdasarkan hasil regresi linear berganda ditemukan bahwa profitabilitas, leverage, 

Komisaris Independen, dan tipe industri tidak berpengaruh pada pengungkapan 
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materialitas laporan keberlanjutan. Sesuai hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa 

kepemilikan pemerintah berpengaruh positif pada pengungkapan materialitas. Berdasarkan 

Tabel 9, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima karena nilai signifikansinya sebesar 0,008 lebih 

kecil dari 0,05. Temuan ini sejalan dengan penelitian dari Acar et al. (2021); Al Amosh & 

Khatib (2022); Khlif et al. (2017) serta teori legitimasi. Teori legitimasi menyatakan bahwa 

perusahaan memiliki kontrak sosial dengan masyarakat yang menyebabkan perusahaan 

melakukan pengungkapan materialitas untuk mengurangi eksposur mereka terhadap 

tekanan sosial serta meningkatkan legitimasi masyarakat (Meutia et al., 2022). Kepemilikan 

pemerintah yang diproksikan dengan persentase kepemilikan saham pemerintah memiliki 

proaktivitas lingkungan yang lebih unggul (Calza et al., 2014). 

Perusahaan milik pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada 

masyarakat terkait kualitas dari laporan keberlanjutan melalui pengungkapan materialitas 

karena perusahaan milik pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasional bisnisnya 

bersumber dari dana masyarakat (pajak yang dibayarkan) (Argento et al., 2019). Maka 

perusahaan milik pemerintah akan melakukan pengungkapan penuh terkait materialitas 

guna meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan, selanjutnya juga akan meningkatkan 

legitimasi masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya, perusahaan milik 

pemerintah juga dianggap sebagai contoh bagi perusahaan lain maupun masyarakat 

tentang bagaimana melakukan pengungkapan keberlanjutan yang baik (Córdoba-Pachón 

et al., 2014). Hal ini karena perusahaan milik pemerintah berada dibawah pengawasan dari 

pemerintah yang seharusnya juga mengikuti arahan atas aturan yang diterbitkan 

pemerintah yaitu POJK No. 51/2017. Sehingga pengungkapan materialitas berkualitas tinggi 

pada perusahaan milik pemerintah, akan mendorong peningkatan kualitas laporan 

keberlanjutan secara menyeluruh. 

 

SIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kepemilikan pemerintah pada 

pengungkapan materialitas dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan milik pemerintah 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Melalui hasil analisis regresi linear 

berganda, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan pada pengungkapan materialitas.  

Pengukuran variabel pengungkapan penilaian materialitas dalam penelitian ini 

berbentuk skor yang cukup rentan bersifat subjektif, penelitian selanjutnya diharapkan 

menggunakan pengukuran lain yang lebih pasti seperti index GRI Standard. Berdasarkan 

hasil uji Adjusted R-squared variabel independen yang dioperasikan dalam penelitian ini 
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hanya mampu menjelaskan variabel pengungkapan materialitas sebesar 7,1%. Hal tersebut 

berarti masih ada 92,9% indikator lain yang mampu menjelaskan pengungkapan 

materialitas. Maka, penelitian berikutnya disarankan mengoperasikan variabel lain misalnya 

pelibatan pemangku kepentingan serta jenis kepemilikan perusahaan lainnya seperti 

kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan 

keluarga.  
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